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ANALISA METODE MENGHITUNG FAJAK SENDIRI

A. Analisa dari Segi Ferundang-—undangan

Feriu diketahui, bahwa tinjauan dari segi perundang
—-undangan ini lebih menitik beratkan dari pelksanaan
metode menghitung pajak sendiri tersebut. Sebab pelaksana
an dari metode menghitung paijiak sendiri ini mempunyai
peranan yang sangat penting, vyang sangat mendominasi
seluruh aktifitas pemerintah dalam usaha mengadakan
pembaharuan tentang tata cara perpajakan, sehingga dari
segi ini nantinya dapat diketahui dengan mudah, apakah
pelaksanaan dari Undang-undang perpajakan di EFF
Surabaya — Gubeng tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang ada atau belum.

Felaksanaan Metode Menghitung Fajak Sendiri dalam
Undang—undang Ferpajakan adalah sebagaimana yang
dizebutkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

a. Pasal Z UUJ No. 92 Tahun 1594

(1) "Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada
kantor Diresktoran Jendral Fajak vyang wilavyah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan Wajib Faiak dan kepadanya diberikan
namor Fokok Wajib Faiak .7

(2) "Setiap pesngusaha yang dikenai pajak berdasarkan
Undang—Undang Fajak Fesrtambahan Nilai 1984, wajib
melaporkan usahanya pada kantor Dirskitorat Jendral

Fajak vang wilayah kerianya meliputi tempat
tinggal atau tempat k=giatan usaha dilakukan untuk



menjadi
diberikan

b. Fasal 3 UU Mo. 2 Tahun 1994

c. FPasal 8 UU Ne. 2 Tahun 1974

{11} bajibh paiak dapat
tas kemauan sendirl
- .

d. Fasal 38 UU No. 9 Tabhun 1994
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pada masa pemerinahan Usman terlihat bahwa harta benda
semakin melimpah ruah sementara dalam menghitung
harta yang berupa emas dan perak serta modal dagangan
merupakan suatu yang menyulitkan. Demikian pula dalam
hal harta d#n mengumumkan perkara narta tersebut juga
merupakan hal yang berbahaya, maka karena itu Usman
menyerahkan spenuhnya kepada para pemilikik harta
benda dan modal perdagangan supaya mereka mengurusi
dan menangani sendiri tentang pembayaran zakat vyang
wajib serta menyalurkan pada pos—posnyayang telah
ditentukannya. Rosulullah selalu mengutus para
panitia zakat pergi Lke perkampungan Arab, dan
pelabagai negeri dan penjuru islam guna memungut zakat
dari binatang ternak.

Sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu
tentang tata cara perpajakan yang berhubungan dangan
sistem pemumgutan pajak yang ada di Indonesia, selalu
mengalami perubahan antara masa sebelum kemerdekaan
dengan masa kemerdekaan sekarang ini, dimana selalu
menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi yang

menghendaki. Sesuai dengan kaidah fighiyah =
2 42 /
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"Tidak'dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran

berubah masa.”
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Berdasarkan pada kaidah foghiyah tersebut maka,

sebagaimana disebutkan pada surat an—-Nisa“': 77

A “ g - -
23‘_&,)3\\9’3\‘5 FINWATFE(

"Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat" (Depag
RI,1989:131)

Dari ayat al—-Qur’an surat an—Nisa’® tersebut maka
dapat diambil pengertian bahwa kewajiban zakat
ditekankan sebagaimana Allah mewajibkan membayar zakat
ditetapkan berdasarkan apa yang ada dalam al-Qur’an
disebutkan secara global (muimal). Adapun pelaksanaan
aturan zakat pada masa Rasulullah berdasarkan sunnah
Rosul, seperti tentang jenis—jenis harta vyang kena
zakat dan juga mengenai nishob dari masing—-masing.
Akan tetapi yang melaksanakan aturan—aturan tersebut
tergantung pada individu—individu sesuai dengan jumlah
penghasilan yang mereka peroleh. Dan bagi penguasa
sebagai pemungut zakat untuk tidak mengerti tentang
jumlah sesungguhnya dari harta mereka. Dan mengenai
peraturan—peraturan pelaksanaan zakat tersebut, selalu
mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan =zaman.
Hal ini sesuai dengan hadits Rosulullah sfw :

.
prxug\/)-feru—'((m
"amu lébih_mengerti tzntang urusan duniamu.” { Imam

Muslim, XV :118).



Hal ini sebagaimana vyang ada di Indonesia,
tentang pelaksanaan Uu No.%9 tahun 1994 khususnya
mengenai sustem menghitung pajak sendiri, dimana di
dalam sistem menghitung pajak sendiri ini wajib pajak
berkewajiban untuk menghitung, memperhitungkan,
melapor dan menyetorkan pajak yang berhutang. Disini
aparat pajak berstatus sebagai pemungut secara tak
langsung, karena yang melaksanakan pembayaran pajak
dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Dengan tidak ada aturan secara mendetail di
bidang mu’amalah dalam islam, merupakan pencerminan
dari rahmaul 1il alamin (Hasby as Shiddiqy, 1977:282).
Sehingga memungkinkan bagi hukum islam unuk selalu
eksis dan dengan mudah dapat diterapkan dalam berbagai
bidang serta situasi dan kondisi suatu bangsa dengan
ameka ragan budaya dan ada istiadatnya.

Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan
bahwa cara memungut sumber keuangan negara islam ada
dua macam. Fertama, para pemilik harta benda diberi
kepercayaan untuk mengeluarkan zakatnya sendiri
sekalius mengalokasikannya pada pos—pos Yang elah
ditetapka oleh Allah SWT. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari Lesulitan yang dialami cleh pemilik harta
dan juéa mencegah para penguasa untuk selalu mengikut

dan mengamati rahasia—rahasia orang lain, yaitu zakat



1y
)
fa
]

mn
s,

harta yang tidak kelihatan dari perak dan emas sera
dari modal perdagangan. Namun, bila pemilik harta
datang sendiri dengan zakat hartanya kepada amil, maka
ami; harus menerimanya dan menyalurkan pada pos -~
posnya (Abdul Wahhab Khallaf, 1994 : 112}

Sistem yang pertama ini, identik dengan pelaksa
naan pemungutan pajak penghasilan yang ada di Indone
sia, dengan diberlakukan sistem Menghitung Fajak
Sendiri (MPS), sebagaimana yang disebutkan pada pasal
2 dan 3 Undang—-ndang perpajakan. Maksud dan tujuan
diberlakukan meode menghitung pajak sendiri tersebut
memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksana
kan perpajakannya sendiri. Selain itu dalam self
assesment juga melatih kejujuran dari wajib pajak,
untuk menghitung sendiri penghasilan atau harta mereka
yang tidak dapat diketahui oleh orang 1lain, vyang
menjadi rahasia pemiliknvya.

Sistem ini, sebagaimana vyang disebutkan dalan
firman Allah bahwa pemilik harta kekayaan dapat
membagikan sendiri hartanya kepada orang—orang vyang
berhak menerimanya, yaitu surat al-Ma'arij ayat 24 dan

25, sebagai berikut :

vy M3 B pslar G adllsel_3 0205

"Dan orang—orang yang didalam haranya ters=2dia bagian
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sebagaimana . pasal 3B dan pasal I%9 di atas. Femberian
sanksi ataupun hukuman tersebut dimaksudkan agar
mereka tidak mengulangi lagi dan orang 1lain tidak
meniru perbuatan jelek tersebut. Sebagaimana yang
dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya—-Gubeng di
atas.

Selain penggunaan kekerasan dan ancaman dalam
p2laksanaan jizyah dan khoroj yang terlarang adalah
membebankan jumlah yang tidak mungkin melepihi
kemampuan mereka.

Untuk menghindari timbulnya ketidakadilan
diantara pembayar pajak atau jizyah dan agar tidak
membebankan jumlah yang melebihi kemampuan mereka,
maka di masa ini masyarakat non—-muslim dibagi dalam
tiga golongan dengan jumlah jizyah vyang berbeda.
Ketiga golongan itu adalah, a).Mereka vyang memiliki
kekayaan 2.500 rupee dikenakan jizyah sebanyak I
rupee, b).Mereka yang memiliki 250 rupee dikenakan &
rupee 8 anna dan c).Mereka yang memiliki 32 rupee
dikenakan 33 rupee 4 anna. (Ensiklopedi Islam di
Indonesia, 1992/1993: 528).

Sedangkan mengenai tarif yang diberlakukan di
Indonesia dengan undang—undang perpajakannya
bahwa bagi wajib pajak yang berpenghasilan

sampai Rp. 25.000.000,- yang kena pajak maka tarifnya
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10%. Sedangkan bila penghasilan kena pajaknya sebanyak
Rp. 25.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,-, maka
tarifnya adalah 15%Z. Tapi bila penghasilan kena
pajaknya sebanyak FRp. 50.000.000,- keatas, maka
tarifnya adalah 30%Z . Adanya tarif-—tarif tersebut
menunjukkan bahwa dalam membayar pajak ini
diklasifikasikan menurut kelompok masing-masing. Dan
untuk mengetahui ada perkembangan atau tidak dalam
pelaksanaannya dapat diketahui ada peningkatan atau
tidak dalam pembayaran tiap—tiap golongan tersebut.
Adanva tarif-tarif tersebut mempunyai tujuan untuk
menciptakan keadilan pada masyarakat. Sebagaimana yang
menjadi tujuan hukum pajak di Indonesia.

Tujuan pokok hukum Islam adalah untuk
mencapai kesejahteraan manusia. Hal ini sudah
identik dengan yang akan hendak dicapai oleh
pemerintah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
umat tersebut, perlu adanya sarana dan prasarana,
vaitu salah satunya dengan adanya kebijakan fiskal,
karena kebijakan fiskal dianggap sebagai alat
untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia
yang dapat dipengaruhi melalui isentif atau meniadakan
isentif yang disediakan dengan meningkatkan
pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman

atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah).
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